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29. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata­

mata untuk kegiatan pelayanan publik.

30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan

kesamaan aspiras1, kehendak, kebutuhan, kepentingan,

kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila.

31. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah

dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

suami dan istri atau suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan

Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

33. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun­

temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan,

sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

32. Kepentingan terbaik adalah kepentingan terbaik bagi perempuan

dan anak.

Pasal 2 

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan 

asas: 

a. kepentingan terbaik bagi perempuan dan Anak;

b. keadilan gender dan kesetaraan gender;

c. kearifan lokal;

d. penegakan dan kepastian hukum.

e. non diskriminasi;

f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

g. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan

h. penegakan dan kepastian hukum.

Pasal 3 

Peraturan Daerah ini bertujuan: 

a. menjamin terpenuhinya hak perempuan dan Anak di Kabupaten;
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b. sebagai pedoman bagi Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan

strategi Perlindungan Perempuan dan Anak;

c. melindungi dan mencegah perempuan dan Anak dari tindakan,

keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan

Anak;

d. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat

dalam Perlindungan Perempuan dan Anak;

e. sebagai payung hukum bagi perangkat daerah yang membidangi

perlindungan perempuan dan anak dalam rangka memberi

bantuan pendampingan korban perempuan dan anak.

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak 

meliputi: 

a. perlindungan perempuan;

b. perlindungan Anak;

c. pemenuhan hak Anak;

d. peningkatan kualitas hidup perempuan;

e. sistem data gender dan Anak, data terpilah perempuan dan anak,

dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender melalui

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

f. peran serta masyarakat; dan

g. pembinaan, pengawasan, pendampingan.

BAB II 

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

( 1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hid up perempuan,

pemerintah daerah bertanggung jawab:

a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

b. melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten;

c. membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;

d. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas

dan kemampuan dibidang
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1. politik;

2. hukum;

3. sosial;

4. ekonomi; dan

5. budaya.

e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan

Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten.

(2) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan

kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua 

Peningkatan Peran, Kualitas dan 

Kemampuan Perempuan Bidang Politik 

Pasal 6 

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam 

bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d 

angka 1 meliputi: 

a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik

perempuan dalam pemilihan umum;

b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan

perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam

berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan

d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan perempuan.

Bagian Ketiga 

Peningkatan Peran, Kualitas, dan 

Kemampuan Perempuan Bidang Hukum 

Pasal 7 

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam 

bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d 

angka 2 meliputi: 

a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran hukum perempuan;
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a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan

keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan

peningkatan kesejahteraan perempuan;

b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki

ekonomi lemah;

c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi

lemah;

d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui 

pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan

e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB III 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 10 

(1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya Perlindungan perempuan

bertanggungjawab:

a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan

kegiatan perlindungan perempuan;

b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan

terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan

orang;

c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan korban

tindak Kekerasan;

d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja

perempuan;

e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan;

f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah

lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau Lembaga Swadaya

Masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak

Kekerasan terhadap perempuan;

g. melibatkan peran aktif keluarga, pemuka adat, pemuka agama,

masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan.
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Paragraf 5 

Pendampingan Korban, Penegakan dan Bantuan Hukum 

Pasal 21 

( 1) Pelayanan pendampingan korban, penegakan dan bantuan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d

merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka

menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan,

terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan

memberikan perlindungan bagi saksi dan/ atau korban.

(2) Pelayanan pendampingan korban, penegakan dan bantuan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 22 

(1) Pelayanan pendampingan korban, penegakan dan bantuan

hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan

perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan

saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

(2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:

a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan

berita acara pemeriksaan;

b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di kejaksaan;

c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;

d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan

sampai adanya keputusan hukum tetap; dan

e. bantuan hukum dalam proses mediasi.

(3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada

perempuan korban tindak kekerasan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga

bantuan hukum, women crisis center, advokat dan/ a tau

pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.
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Paragraf 6 

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 

Pasal 23 

(1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan korban

tindak kekerasan ke daerah asalnya.

(2) Pemulangan perempuan korban tindak kekerasan disertai upaya

reintegrasi sosial.

Pasal 24 

(1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali

perempuan korban tindak Kekerasan dengan pihak keluarga,

keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

(2) Reintegrasi sosial ditujukan agar :

a. perempuan korban tindak kekerasan dapat meneruskan

kembali kehidupan sosialnya; dan

b. perempuan korban tindak kekerasan dapat memiliki

kehidupan yang layak.

(3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 25 

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemulangan dan reintegrasi 

sosial perempuan korban tindak kekerasan sesuai peraturan 

Perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Perlindungan Ketenagakerjaan 

Pasal 26 

( 1) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menJaga

kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.

(2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat

yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
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b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan

balita;

c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga

kurang mampu;

d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan

kesehatan bagi ibu dan balita;

e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan

f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih disetiap

sekolah.

Pasal45 

(1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditujukan untuk

mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.

(2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara be bas biaya bagi Anak yang berasal dari

keluarga kurang mampu.

Pasal 46 

(1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditujukan untuk

memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.

(2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 47 

( 1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

a. perseorangan;

b. keluarga;

c. kelompok; dan/ atau

d. masyarakat.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki

kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki

kriteria masalah sosial:
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Pasal 59 

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

terhadap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap upaya pelayanan terhadap anak korban 

tindak kekerasan. 

BAB VII 

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

Pasal 60 

( 1) Perlindungan khusus anak diberikan kepada :

a. anak dalam situasi darurat;

b. anak yang berhadapan dengan hukum;

c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau

seksual;

e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. anak yang menjadi korban pornografi;

g. anak dengan HIV/ AIDS;

h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau 

perdagangan; 

1. anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;

J. anak korban kejahatan seksual;

k. anak korban jaringan terorisme;

1. anak penyandang disabilitas;

m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan

terkait dengan kondisi orang tuanya.

(2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penanganan

terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 61 

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

60 ayat (1) huruf a terdiri atas: 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

Pasal 87 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim. 

Ditetapkan di Muara Enim 

pada tanggal 16 Februari 2023 

Plt. BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

AHMAD USMARWI KAFFAH 

Diundangkan di Muara Enim 

pada tanggal 16 Februari 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUARA ENIM, 

dto. 

RISWANDAR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 5. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINS! 

SUMATERA SELATAN : (5-20/2023) 
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